ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa, operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Kebijakan Alokasi Dana Desa diharapkan dengan adanya peningkatan pembangunan di wilayah pedesaan akan dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian desa sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan akhir dengan judul “PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi dan dokumentasi terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Singkep Barat masih belum berjalan dengan baik . Hal ini dibuktikan dengan adanya kendala yang dihadapi antara lain permasalahan dalam sumber daya manusia yang belum memadai khususnya dalam administrasi penatausahaan keuangan desa, keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa dan lunturnya partisipasi dan kepercayaan di kalangan masyarakat.
ABSTRACT

Village fund allocation is one of the policies of central government and local government that prioritized to finance village development, government operation and community empowerment. Village Fund Allocation Policy is expected with the increase of development in rural areas will be able to accelerate the growth of the village economy so that it will be able to improve the welfare of the community.

Based on this, the authorare interested in carrying out research as

outlined in the form of a final report entitled “IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION IMPROVING COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE SINGKEP BARAT SUB-DISTRICT LINGGA REGENCY RIAU ARCHIPELAGO PROVINCE”.
This research uses an inductive exploratory approach that describes the situation in the field and its analysis. The data collection techniques used in this research is through interviews to informants who are considered potentially to provide information and documentation related to the implementation of Village Fund Allocation.
The results showed that the implementation of Village Fund Allocation in improving community empowerment in Singkep Barat District still has not run well. This is evidenced by the obstacles encountered, among others, problems in human resources that are not adequate, especially in the administration of village financial administration, the delay in payment of salaries of village equipment and the dissolution of participation and trust among the community.

